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Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN  2019

TENTANG

PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib
administrasi perpindahan Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bogor, perlu ditetapkan Pedoman
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor
tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Bogor;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor  7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
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6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016
Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian  Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota
Bogor.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah PNS Kota Bogor.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi.
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6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS
dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian PNS  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Badan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas
membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mempunyai
tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

10. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
perpindahan PNS adalah alih jenis tugas/kepegawaian
yang dilakukan untuk kepentingan kapasitas PNS atau sebab
lainnya dari suatu instansi ke instansi lain, baik dalam
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor maupun antar
instansi pusat dan daerah, antar Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) provinsi maupun antar provinsi.

11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Baperjakat
Kota Bogor.

12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
jabatannya.

13. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses
penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai
terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS.


